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TAHUN ANGGARAN 2019

WALI NAGARI SINDANG LUNANG,

bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi
masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan
Sumber Daya Manusia (SDM) wvang berkualitas maka perlu kiranya
dibentuk suatu wadah kegiatan berupa Keluarga Berencana (KB);
bahwa kegiatan Keluarga Berencana (KB) dimaksud merupakan salah
satu wadah pelayanan keschatan bagi masyarakat dalam rangka
meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan
Keluarga Berencana (KB), peninglkatan kesehatan ibu dan balita serta
untuk mewujudkan keluarga berkualitas;

bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas
perlu dibemtuk  dan  ditetapkan susunan kepengurusen dan
penunjukan Kader Keluarga Berencana (KB);

bahwa sehubungan dengan poin a, b dan ¢ diatas perlu
ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Sindang Lunang,
Kecamatan Lunang Tahun Angearan 2019,

Undang = undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Linglkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25 );

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34935);

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintghan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedus atas Undang
- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 | ;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;




6. Peraturan Pemerintah Nomeor 60 Tahun 2014 tentﬁzig Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Fedoman Teknis Peraturan di Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa;

. 9. Peraturem Menteri Dalam Neperi Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Praduk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang
Susunan Organiasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

11. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

12, Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 20 Tehun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa | Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor ....... Y

13. Surat Keputusan Bersama: Menteri Dalam  Negeri/Menter
Kesehatan /Kepala BEKBN, Masing-masing Nomor: 23 Tahun
1985, Nomor: 21/Men.Kes/Inst.B./TV 1985, Nomor: 112/HK-
011/A/1985 tentang penyelenggaraan Keluarga Berencana [KB);

14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan,
Menteri Desa PDTT, dan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala BAPENAS Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor
954 /KMK.O7 /2017, Nomor 116 Tahun 2017,
01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan
Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang undang Nomor & Tahun
2014 tenlang Desa ;

15. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pokok pokok Pemerintahan Nagari ;

16. Peraturan Dacrah Kabupaten Pesisir Sclatan Nomeor 117 Tahun 2011
tentang pembentukan Pemerinlah Nagari Sindang Lunang;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016
tentang Nagari;

18. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemernntaban Nagari;

19. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomer 6Y9 Tahun 2016
Tentang Pedoman Penggunaan, Penpgelolaan, dan Penyaluran Alokasi
Dana Nagari, [Lembaran Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2018 Nomor);

20, Peraturan Bupati Pesizir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 teniang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;

21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetaspan Dana Nagari Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tashun Anggaran 2019,
[ Berita Dacrah Kabupaten pesiair Selatan Tahun 2018 Nomor );

22. Peraturan Bupati Pesisir Sclatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Dana MNagari Yang Bersumber Dari
Angegaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
{ Berita Daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor };

23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Eabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2019, ( Berita Daerah
Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor ... J;



24, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tdhun 2018 Tentang
Standar Biaya Pemerintahan Nasari Tahun Angparan 2019 | Berita
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor 43 };

25, Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 04 Tahun 2018 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari ( RPJMNag | Periode
2018-2024;

26. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 06 Tahun 2018 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Nagari Sindang Lunang Tahun 2019,

. 27. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 01 Tahun 2019 Tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
28. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 02 Tahun 2019 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nageri Tahun 2019

Memperhatikan 1. Program Kesehatan Kader-kader Keluarga berencana
(KB},Posyandu dalam Optimalisaszi/Revitalisasi Posyvandu Ansk,
Balita dan ITbu Hamil;

2. Peran dan fungsi Posyandu di lingkungan masvarakat vang
merupakan wung ftombak pelavanan dan peningkatan derajat
kesehatan masyarakat,

MEMUTUSKAN :
Menetapkan 2
KESATU Menetapkan Kader Keluarga Berencana ( KB | di Linpkungan Nagari
Sindang Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan
sebagaimana fercantum dalam Lampiran Kepufusan ini, vang merupakan
bagian yang tidak termsahkan;
KEDUA Kader Keluarga Berencana [(KB) tersebut mempunyai tupgas sebagai .
berilat :
I. Mengikuti kegiatan peninglkatan kapasitas kader;
2. Melaksanakan dan menerapkan  hasil pembinaan pada
kegiatan Keluarga Berencana (KB} setiap bulannye;
3. Mencatat hasil HKegiatan Keluarga Berencanan (KB dan
merekapnya;
4. Membuat laporan hasil HKegiatan Keluarga Berencana [KDB)
kepada Wali Nagar Sindang Lunang.
KETIGA : Segala beban wyang timbul akibat dikeluarkannys Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
KEEMPAT Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetaplkan di :  Sindang Lunang
Pada Tanggal : 10Januari 2019
Tembusan disam Ko ¥th. :
1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Camat Lunang;
3.  Hetua Badan Permusymwaratan Nagari Sindang Lunang;
4. Yang bersangkutan.
5 Ars=ip,



: KEPUTUSAN WALI NAGARI BINDANG LUNANG EECAMATAN LUNANG

LAMPFIRAN
NOMOR : 141.32 /|| / Kpts/WNSL /1/2019
TANGCGAL : 10 Januan 2019
TENTANG : PENETAPAN EADER KELUARGA BERENCANA (EB)] NAGARI SINDANG LUNANG
TAHUN 2019
PENETAPAN KADER KELUARGA BERENCANA ( KB )
NAGARI SINDANG LUNANG TAHUN ANGGARAN 2019
NO NAMA KADER JABATAN ALAMAT
T | ] 5 I
1 TINTWATI PPEKBD SINDANG
2 EVA MARTDAILENA SEUB-FPKED SINDANG
3 INDEA GENI SUB-PPKBD UPT SINDANG
4 RIA ULANDARI SUB-PPEBD SUNGAI LASI

WALI NAGARI SINDANG LUNANG
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